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Abstrak
Pengajuan pindah atau yang biasa sering disebut dengan mutasi merupakan bagian dari pembinaan, guna memberikan pengalaman kerja, tanggung jawab dan kemampuan yang lebih besar pada pegawai. Adanya mutasi PNS adalah untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas dari kinerja PNS yang bersangkutan. Pemberitaan mengenai PNS tidak boleh mengajukan mutasi paling singkat 10 tahun masih belum memiliki kejelasan diperuntukkan kepada PNS setelah peraturan itu dikeluarkan atau berlaku juga kepada PNS tahun sebelumnya. Tujuan penelitian ini adalah untuk menganalisis kebijakan pemerintah mengenai mutasi pns berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Untuk menganalisis implikasi hukum terhadap mutasi PNS sebelum adanya Peraturan Menteri No. 27 tahun 2021. Metode yang digunakan yaitu metode penelitian hukum normatif, metode pendekatan yang digunakan berupa pendekatan perundang-undangan dan pendekatan konseptual, teknik pengumpulan bahan hukum terdiri dari bahan hukum primer, dan bahan hukum sekunder, teknik analisis bahan hukum dengan metode preskriptif. Hasil dari penelitian ini menyatakan bahwa . Mutasi PNS perlu ditinjau dari kualifikasi, yaitu pemindahan dapat dilakukan apabila memenuhi aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, kompetensi, yaitu proses pemindahan dilakukan dengan tes psikologi, simulasi assessment, dan wawancara perilaku serta penelusutan rekam jejak Pegawai Negeri Sipil. Implikasi hukum berdasarkan peraturan menteri no 27 tahun 2021 diharuskan untuk membuat surat yang menyatakan akan mengabdi dimana pelamar tersebut diterima minimal dalam jangka waktu 10 (sepulun) tahun setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS).
Kata Kunci: Kebijakan Pemerintah, Pegawai Negeri Sipil, Mutasi.
Abstract

Submissions for transfers or what are often referred to as transfers are part of coaching, in order to provide work experience, greater responsibilities and abilities to employees. The existence of mutation of civil servants is to increase the efficiency and effectiveness of the performance of the civil servant concerned. Reports regarding civil servants may not apply for a transfer for a minimum of ten years still don’t have clarity for civil servants after the regulation was issued or it also applies to civil servants the previous year. The purpose of this study was to analyze the government’s policy regarding the transfer or civil servants based on the legislation and to analyze the legal implications of the transfer of civil servants before the ministerial regulation number 27 of 2021. The method used is the normative legal research method, the approach method used is a statute approach and a conceptual approach, the technique of collecting legal materials consists of primary legal materials, and secondary legal materials, legal materials analysis techniques with prescriptive methods. The results of this study stated that, civil servants mutations need to be reviewed from qualifications, namely transfers can be carried out if they meet the required educational qualification aspects, competence, namely the transfer process is carried out by psychological tests, assessment simulations, and behavioral interviews as well as tracing the tracks records of civil servants. The legal implications based on ministerial regulation number 27 of 2021 are required to make a letter stating that they will serve where the applicant is accepted for a minimum of ten years after being appointed as a civil servant.
Keywords: Government Policy, Civil Servant, Mutation.

PENDAHULUAN
Pemerintah merupakan suatu organisasi yang mempunyai kekuasaan untuk membuat dan menerapkan hukum didaerah tertentu, memiliki kekuasaan dan lembaga yang mengurus masalah kenegaraan dan kesejahteraan rakyat. Tugas pemerintahan dalam pelaksanaannya antara lain yaitu, pelayanan, pemberdayaan, dan pembangunan. Pemerintah dituntut agar memahami apa yang menjadi kebutuhan masyarakatnya. Tingkatan pemerintahan di Indonesia dibagi menjadi dua, Pemerintah pusat yang bertugas untuk mengatur pemerintahan di seluruh Indonesia secara keseluruhan, dan pemerintah daerah yang bertugas untuk mengatur pemerintahan di daerah atau suatu wilayah tertentu. Tingkatan pemerintah daerah dimulai dari tingkat provinsi, kabupaten dan kota, kecamatan, dan lebih kecil lagi yaitu pada tingkat kelurahan atau desa(Hamdi 2002).

Pemerintah daerah (Pemda) merupakan penyelenggara pemda dengan berdasar pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan menggunakan prinsip otonomi seluas-luasnya pada sistem dan prinsip NKRI sebagaimana yang tertuang pada UU No. 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, di Pasal 1 angka (3) menyebutkan bahwa:

“Pemerintah Daerah adalah kepala daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan otonom.”

Pemerintah daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh uu ditentukan sebagai urusan pemerintah pusat. Arti dari kata seluas-luasnya yaitu daerah diberikan kewenangan dalam mengatur dan mengurus semua urusan pemerintahan diluar yang menjadi urusan pemerintah pusat menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah. Kewenangan tersebut dapat digunakan dalam membuat kebijakan daerah untuk memberikan pelayanan, peningkatan peran serta, prakarsa dan pemberdayaan masyarakat. Selain itu pemerintah daerah juga diberikan otonomi dalam mengatur, mengurus, dan menyelenggarakan pemerintahan daerah dalam rangka otonomi daerah(Damopolii 2011).
Hal tersebut dilakukan dengan memberikan kebebasan kepada daerah untuk melaksanakan, membuat, dan menerapkan hukum serta undang-undang di suatu wilayah tertentu, memiliki kekuasaan dan instansi yang mengurus problem kenegaraan dan kesejahteraan rakyat dalam mengurangi tingkat ketergantungan. Adanya penyerahan urusan kepada daerah tentunya menuntut kemampuan dari kepala daerah untuk mengelola potensi yang dimilikinya, dengan demikian jika potensi yang dimiliki sudah dikelola secara maksimal, baik itu SDA bahkan SDM maka kesejahteraan masyarakat secara otomatis akan meningkat. Kebijakan-kebijakan pemda juga bisa lebih tepat sasaran dan tidak menggunakan jangka waktu yang terlalu lama sehingga akan lebih efisien. SDA adalah suatu hal yang sangat penting dalam menopang penyelenggaraan pemerintahan di daerah untuk menjalankan urusan yang telah diamanatkan oleh undang-undang, tanpa didukung dengan sumber daya manusia yang berpotensi, akan sulit untuk mencapai visi daerah dalam rangka mensejahterakan masyarakat(Terry 2001).

Menurut UU No.5 tahun 2014 tentang ASN, lahir dalam rangka pelaksanaan cita-cita bangsa dan mewujudkan tujuan Negara sebagaimana yang tertuang di pembukaan UUD 1945, perlu dibangun ASN yang mempunyai integritas, professional, netral dan bebas dari politik, bersih dari korupsi, kolusi, dan nepotisme, dan mampu menyelenggarakan pelayanan publik bagi masyarakat serta mampu menjalankan peran sebagai unsur perekat persatuan dan kesaturan bangsa berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Pegawai Negeri Sipil (PNS) berperan menjadi alat pemerintah atau aparatur pemerintah mempunyai posisi yang sentral dalam membawa komponen kebijaksanaan atau aturan-aturan pemerintah guna untuk terealisasinya tujuan nasional(Effendi 2011). Manajemen Pegawai Negeri Sipil (PNS) mencakup penetapan formasi, pengadaan pengangkatan, pemindahan, pemberhentian, penetapan pensiun, gaji dan tunjangan kesejahteraan, hak dan kewajiban hukum(Kusuma 2013).
Peranan PNS tentunya sangat penting dalam kehidupan bangsa dan negara maka dari itu dalam mewujudkan penyelenggara pemerintahan dan pembangunan yang demikian, sangat diperlukan para PNS yang professional, bertanggung jawab atas segala sesuatu yang dilakukan, jujur serta adil dengan cara pembinaan dan pengembangan SDM yang dilakukan sesuai dengan prestasi kerja dan sistem karir. Bentuk perkembangan dari SDM Pegawai Negeri Sipil yaitu salah satunya dengan dilakukannya perpindahan atau yang biasa disebut dengan mutasi sebagai bentuk perwujudan dari dinamika organisasi yang dijadikan sebagai salah satu cara dalam tercapainya tujuan suatu organisasi(Mulyadi 2018).

Pengajuan pindah atau yang biasa sering disebut dengan mutasi adalah bagian dari pembinaan, untuk memberikan experience atau pengalaman dalam pekerjaan, tanggung jawab serta skill yang lebih besar pada pegawai(Burhanuddin 2010). Tujuan terciptanya mutasi tentunya sebagai bentuk dari penyegaran di suatu lembaga atau instansi pemerintah, meminimkan rasa jenuh yang dialami oleh pegawai atas pekerjaan dan untuk meningkatkan motivasi serta semangat kerja pegawai. Terjadinya perpindahan atau mutasi PNS dikarenakan mempunyai tujuan utama yaitu untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dari kinerja PNS yang bersangkutan. Selain untuk pembinaan PNS, mutasi juga bisa dimungkinkan terlaksanakan karena munculnya penyerderhanaan atau pengembangan suatu lembaga. Dapat disimpulkan bahwa Mutasi merupakan kegiatan perpindahan pegawai dari suatu pekerjaan ke pekerjaan yang lain, PNS bisa pindah antar jabatan fungsional bahkan jabatan struktural di lembaga pusat dan lembaga daerah dengan berpegang pada kualifikasi, kompetensi, dan penilaian kinerja.

Dalam kutipan dari Detikfinance.com, pada penelitian ini penulis mengambil salah satu artikel berita. Dalam artikel tersebut disebutkan bahwa “Pegawai Negeri Sipil (PNS) tidak boleh mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat 10 tahun sejak diangkat. Hal itu merupakan salah satu ketentuan yang wajib dipenuhi oleh pelamar CPNS”. Artikel tersebut dipublish pada hari rabu tanggal 16 februari 2022(Nurrahman 2022). Selanjutnya disebutkan juga bahwa “Kebijakan tersebut lahir karena dilatarbelakangi banyaknya keluhan dari Pemerintah Daerah (Pemda) yang para PNS yang bertugas baru satu sampai dua tahun bertugas sudah minta dipindahkan. Kebijakan larangan pengajuan diri pindah sebelum 10 tahun ini dilarang karena instansi yang menerima para PNS ini tidak mudah membuka lowongan CPNS”.

Berdasarkan Peraturan BKN Nomor. 5 tahun 2019 tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi, dan dalam Peraturan Mentri Nomor. 58 tahun 2019 tentang Mutasi PNS antar Kabupaten/Kota dan antar Provinsi, pada pasal 2 angka (3) menyebutkan bahwa:

“Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun.”
Jika dilihat berdasarkan pasal tersebut, mutasi atau yang biasa disebut pengajuan pindah bagi PNS dilakukan minimal 2 tahun dan maksimal 5 tahun. Kemudian, dalam Permen PANRB Nomor. 27 tahun 2021, pada Pasal 52 angka (1) menyebutkan bahwa: “Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS”. Menurut pasal tersebut, cpns diwajibkan untuk membuat surat akan mengabdi ke lembaga serta tidak meminta mutasi selama 10 tahun semenjak ditetapkan menjadi PNS.
Menurut kedua norma tersebut diatas, berlaku bagi pengangkatan cpns 2021. Apabila cpns yang diangkat pada tahun 2018 di instansi pemerintah daerah (pemda) mengajukan mutasi ke pemerintah kota (pemkot) sebelum jangka waktu 10 (sepuluh) tahun, harusnya diperbolehkan dan tidak melanggar aturan manapun, karena dalam aturan tidak disebutkan secara jelas.
Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan sebelumnya, guna untuk membatasi luasnya permasalahan, maka penelitian ini akan membahas mengenai kebijakan pemerintah terkait mutasi pns  dilihat dari peraturan perundang-undangan dan Implikasi hukum terhadap mutasi PNS sebelum adanya Peraturan Menteri No. 27 tahun 2021. Tujuan dari penelitian yang diangkat oleh penulis yaitu untuk menganalisis kebijakan pemerintah terkait mutasi pns sesuai berdasarkan peraturan perundang-undangan serta untuk menganalisis implikasi hukum terhadap mutasi PNS sebelum adanya Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2021.
METODE

Jenis penelitian yang akan dipakai atau digunakan pada penelitian ini yaitu penelitian hukum normatif. Penelitian hukum merupakan proses dalam menemukan aturan perundang-undangan, prinsip-prinsip hukum, serta doktrin-doktrin hukum guna untuk menjawab isu atau masalah hukum yang dihadapi. Peter Mahmud Marzuki(Marzuki 2017) juga menjelaskan bahwa yang dimaksud penelitian hukum normatif: “Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan untuk mengumpulkan dan menganalisis data sekunder. Dalam penelitian hukum yang normatif biasanya hanya dipergunakan sumber-sumber data sekunder saja, yaitu buku-buku, buku-buku harian, peraturan perundang-undangan, keputusan-keputusan pengadilan, teori-teori hukum dan pendapat para sarjana hukum terkemuka”.

Penelitian hukum normatif merupakan penelitian hukum yang dipengaruhi oleh doktrin hukum murni dan positivism(Hezron Sabar Rotua Tinambunan dan Dicky Eko Prasetio 2019). Penelitian hukum normatif hanya meneliti norma hukum, tanpa melihat praktek di lapangan. Maka dari itu metode yang akan digunakan peneliti pada skripsi ini adalah penelitian hukum normatif, dimana peneliti menganalisis data berdasarkan teori-teori, konsep, pendekatan, serta interpretasi hukum guna untuk menjawab permasalahan hukum yang terjadi.
Pada penelitian ini penulis menggunakan metode pendekatan perundang-undangan (statute approach) dan pendekatan konseptual (conceptual approach). Permasalahan yang dirumuskan sebelumnya, akan berusaha untuk dijawab atau diberikan pendapat secara hukum dengan berbasis atau mengacu pada sumber-sumber hukum yang meliputi doktrin atau pendapat-pendapat sarjana di bidang ilmu hukum (terlebih khusus di bidang konsentrasi Hukum Pemerintahan) serta peraturan perundang-undangan.

Bahan hukum yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian normatif (normative legal research). Artinya bahan hukum yang akan digunakan antara lain adalah bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum (tersier). Bahan Hukum Primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor. 27 Tahun 2021 Tentang Pengadaan Pegawai Negeri Sipil, Peraturan Menteri Nomor. 58 Tahun 2019 Tenang Mutasi Pegawai Negeri Sipil Antar Kabupaten/Kota Dan Antar Provinsi, Dan Peraturan Badan Kepegawaian Negara Republik Indonesia Nomor. 5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi.
Kemudian, bahan hukum sekunder yang membantu menjelaskan, menganalisis, dan membantu bahan hukum primer yaitu skripsi mengenai mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), jurnal atau penelitian tentang mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pendapat para ahli, buku-buku, dokumen resmi, ensiklopedia hukum, dan jurnal ilmiah, dan sebagainya yang berkaitan dengan mutasi PNS. Dan terakhir bahan hukum tersier yang digunakan yaitu kamus bahasa, kamus hukum, maupun literatur lainnya yang berhubungan dengan penelitian penulis.

Metode pengumpulan bahan hukum dalam penelitian ini dengan cara melakukan penelusuran untuk mencari bahan-bahan hukum yang relevan terhadap problematika yang akan dibahas dan studi pustaka dengan membaca serta mempelajari berbagai literatur yang tersedia serta peraturan perundang-undangan yang sesuai. Kemudian lanjut ke klasifikasi, mengumpulkan bahan-bahan hukum tertulis dan berbagai pendapat para ahli. Setelah itu dipilah sesuai dengan jenis dan sifatnya, selanjutnya melakukan analisa untuk mendapatkan suatu kesimpulan.
Teknik analisis bahan hukum yang digunakan penulis adalah analisis deduktif yang mana analisis ini memberikan penjelasan dari masalah yang umum menuju permasalahan problematika hukum yang akan dipecahkan sehingga bisa memberikan kesimpulan dalam bentuk argumentasi untuk permasalahan tersebut
HASIL dan PEMBAHASAN
Mutasi Pegawai Negeri Sipil (PNS) Berdasarkan Peraturan Perundang-undangan

Pegawai Negeri Sipil atau yang biasa disebut dengan (PNS) merupakan salah satu unsur dari pegawai ASN yang diatur berdasarkan perUU-an No. 5 Tahun 2014 tentang ASN diberikan tugas untuk melakukan pelayanan publik, tugas pemerintahan, serta tugas pembangunan tertentu. Tugas pelayanan publik dilakukan dengan cara memberikan layanan atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh Pegawai ASN.


Tugas pemerintahan dilakukan dalam rangka penyelenggaraan fungsi umum pemerintahan yang mencakup pendayagunaan instansi, pegawai, dan ketatalaksanaan. Sedangkan dalam rangka pelaksanaan tugas pembangunan tertentu dilaksanakan dengan cara pembangunan bangsa (cultural and political development) dan dengan cara pembangunan ekonomi dan sosial (economic and social development) yang diarahkan meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran seluruh masyarakat(Iskandar 2016). Menurut Pasal 21 undang-undang No. 5 tahun 2014, menyebutkan hak-hak apa saja yang didapat dari Pegawai Negeri Sipil (PNS), yaitu:

1. Gaji;
2. Tunjangan dan Fasilitas;
3. Cuti;
4. Jaminan Pensiunan;
5. Jaminan pada Hari Tua;
6. Perlindungan;
7. Pengembangan Kompetensi.

Terkait kewajiban dari Pegawai Negeri Sipil (PNS) juga diatur dalam Pasal 23 yaitu:

a) Setia dan mematuhi Pancasila, UUD 1945, NKRI, dan pemerintah yang sah.

b) Menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

c) Melakukan kebijakan yang dirumuskan oleh pejabat pemerintah yang memiliki wewenang.

d) Taat terhadap ketentuan perUU-an.

e) Melakukan kewajiban kedinasan dengan penuh pengabdian, kejujuran, kesadaran, serta tanggungjawab.

f) Memperlihatkan integritas dan keteladanan dalam sikap, perilaku, ucapan serta tindakan kepada setiap orang, baik di luar dan dalam kedinasan.

g) Menyimpan rahasia jabatan dan hanya bisa mengemukakan rahasia jabatan sesuai dengan ketentuan perUU-an.

h) Bersedia ditempatkan di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI).


Pegawai Negeri Sipil (PNS) untuk pertama kali menjadi PNS maupun dalam jangka waktu tertentu tetap bersedia untuk dimutasikan baik pada lingkungan kerja dan ruang lingkup kerja sendiri ataupun pada lingkungkan kerja dan ruang lingkup kerja yang berbeda, sebagaimana yang disebutkan diatas pada pada poin huruf (h). Dalam terciptanya pegawai profesional yang mempunyai kinerja dan prestasi kerja yang tinggi, telah dilakukan berbagai program pengembangan SDM, yaitu antara lain penataan pegawai dengan cara pola mutasi dan promosi.


Mutasi merupakan perpindahan pegawai yang di lakukan melalui satu jabatan ke jabatan yang lain. Pelaksanaan mutasi memiliki banyak tujuan, antara lain yaitu untuk pelaksanaan hukuman atau saksi atas kesalahan yang telah dilakukan, bisa juga untuk memberikan pengakuan, serta penghargaan atas prestasinya(Hanggraeni 2012). Menurut pendapat Malayu S. P. Hasibuan terkait mutasi, yaitu suatu perubahan posisi jabatan/tempat/pekerjaan yang dilaksanakan baik dengan cara promosi atau demosi di dalam sektor organisasi (SKPD)(Hasibuan 2016).


Pendapat lain dikemukakan oleh Sedarmayanti, bahwa mutasi adalah pengalihan tugas ke tempat lain dan diberikan wewenang, tanggungjawab serta hasil yang kurang lebih sama seperti jabatan sebelumnya atau alih tempat dimana secara prinsip, sama seperti alih tugas, tapi pada hal yang kedua ini, secara fisik, lokasi tempat kerja lain dengan yang sekarang(Sedarmayanti 2008). Hal tersebut juga disampaikan oleh Veithzal Rivai “Transfer terjadi apabila karyawan dipindahkan dari satu bidang tugas ke bidang tugas yang lain yang tingkatannya hampir sama, baik tingkat gaji, tanggung jawab, maupun tingkat strukturalnya”(Veithzal 2004). Pendapat lain juga muncul dari Bambang Wahyudi, mutasi personal posisi atau personal transfer memiliki arti yaitu untuk perubahan posisi atau jabatan atau pekerjaan atau tempat kerja dari seseorang tenaga kerja yang dilaksanakan baik secara vertikal maupun horizontal”(Bambang 2003). 


Berdasarkan pengertian serta definisi yang telah dikemukakan diatas mengenai mutasi menurut para ahli, bisa ditarik kesimpulan yaitu mutasi merupakan perpindahan seorang pegawai dari bidang tugas yang sebelumnya ke bidang tugas yang lain, yang setingkat supaya bisa mendapatkan kepuasan kerja yang mendalam dan bisa memberikan prestasi dan kontribusi kerja yang sangat maksimal dalam suatu lembaga.


Secara umum tujuan mutasi yaitu sebagai penyegaran terhadap pegawai agar tidak memiliki atau mengurangi kebosanan, karena jika dilihat secara teoritis bahwa rasa bosan bisa menurunkan produktivitas atau kinerja pegawai. Sistem mutasi terhadap pegawai mempunyai prinsip-prinsip yang diharuskan sesuai berdasarkan kebutuhan pekerjaan ataupun kebutuhan instansi karena setiap pegawai diharuskan bisa melaksanakan pekerjaannya sesuai dengan keahlian, bakat, serta skill yang dimiliki agar dapat meningkatkan kinerja pegawai dan tentunya meningkatkan efektivitas dan efisiensi kerja. Manajemen ASN dilakukan dengan berdasarkan sistem merit.


Para pegawai yang dimutasi berarti pegawai itu mengalami adanya perubahan dimana perubahan itu terjadi dikarenakan butuh penyegaran dalam mengatasi rasa bosan pada pegawai. PNS yang telah memiliki jabatan selama 5 atau 10 tahun pada posisi yang sama dan tidak pernah berubah, bisa dipastikan memiliki rasa jenuh dalam mengemban tugasnya(Gautami 2013). Sehingga, perlu penyegaran guna mengurangi atau mengatasi kejenuhan itu dengan cara dilakukannya mutasi atau perpindahan pegawai. Terkait mutasi Pegawai Negeri Sipil dapat dilihat dalam Pasal 73 UU No. 5 Tahun 2014 yang menyatakan:
(1) Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, 1 (satu) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antarInstansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia di luar negeri.

(2) Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.

(3) Mutasi PNS antar kab/kota dalam satu provinsi ditetapkan oleh gubernur setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

(4) Mutasi PNS antar kab/kota antar prov, dan antar prov ditetapkan oleh menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri setelah memperoleh pertimbangan kepala BKN.

(5) Mutasi PNS prov/kab/kota ke Instansi Pusat atau sebaliknya, ditetapkan oleh kepala BKN.

(6) Mutasi PNS antar-Instansi Pusat ditetapkan oleh kepala BKN.

(7) Mutasi PNS dilakukan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan.

(8) Pembiayaan sebagai dampak dilakukannya mutasi PNS sebagaimana dimaksud dalam angka (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara untuk Instansi Pusat dan anggaran pendapatan dan belanja daerah untuk Instansi Daerah.


Dalam rangka mutasi PNS, wewenang guna melaksanakan mutasi di ruang lingkup pemerintah kabupaten berada pada kepala daerah, dalam hal ini bupati yang secara ex officio memiliki kedudukan sebagai Pejabat Pembina Kepegawaian. Bupati berhak dalam memutasikan PNS dengan berdasar pada ratio dan pertimbangan tertentu dan tidak menyalahi aturan untuk pengadaan mutasi PNS di area atau ruang lingkup kerjanya(Iskandar 2016).


Menurut Pasal 1 Angka (22) Sistem Merit diidentifikasikan sebagai kebijakan dan manajemen ASN yang berdasarkan kualifikasi, kompetensi, dan kinerja secara adil dan wajar tanpa membeda-bedakan latar belakang politik, ras, warna kulit, agama, asal usul, jenis kelamin, status pernikahan, umur, atau kondisi kecacatan. Mutasi setelah di sahkannya UU No.5 Tahun 2014 dilakukan dengan sistem merit, dimana Pegawai Negeri Sipil dapat menduduki jabatan sesuai kualifikasi dan kompetensi tanpa membedakan latar belakang. Dalam Pasal 73 angka (1) undang-undang No. 5 Tahun 2014:

“Setiap PNS dapat dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam 1 (satu) Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, (1) Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, dan keperwakilan Negara Kesatuan Republik Indonesia ke luar negeri”.

Kemudian dalam Pasal 68 angka (2) undang-undang No. 5 tahun 2014:

“Pegawai Negeri Sipil dapat berpindah antar dan antara Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Administrasi, dan Jabatan fungsional di Instansi Pusat dan Daerah berdasarkan kualifikasi, kompetensi dan penilaian kinerja”.


Mutasi ASN perlu ditinjau dari kualifikasi, perpindahan bisa dilaksanakan jika kualifikasi pendidikan yang diperlukan terpenuhi, kompetensi, merupakan proses perpindahan dengan cara tes psikologi, simulasi assessment, serta wawancara sikap dan ditelusuri rekam jejak PNS. Adil dan wajar, merupakan proses mutasi yang dilakukan kepada semua PNS tanpa membeda-bedakan yang memenuhi syarat mutasi dan terbuka, yaitu proses mutasi dimulai dari penerapan kebutuhan formasi PNS mutasi sampai ditetapkan SK atau yang biasa disebut dengan Surat Keputusan pemindahan mutasi. Akuntabilitas, yaitu proses mutasi yang dilaksanakan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian.


Menurut UU No.5 Tahun 2014 pada Pasal  3 diatur terkait prinsip yang diharuskan menjadi dasar untuk PNS dan dalam hal ini mutasi merupakan bentuk dari pembinaan ke PNS yang berpatok pada prinsip-prinsip tersebut supaya mengantisipasi terjadinya kesalahan dalam memposisikan PNS di suatu jabatan. Serta telah sesuai berdasarkan manajemen dari ASN yang diatur pada Pasal 51 UU No. 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, selanjutnya disebut UU ASN yang menyebutkan manajemen ASN dilakukan berdasar pada sistem merit. 

Pada pelaksanaan tugasnya, kinerja pegawai profesional dibutuhkan oleh lembaga. Pegawai yang mempunyai kinerja baik otomatis bisa memperoleh prestasi kerja yang tinggi. Dengan demikian, lembaga memberikan imbalan berupa penghargaan untuk pegawai berprestasi melalui mutasika pegawai tersebut ke posisi yang lain yang akurat dan jobdesc yang sesuai supaya semangat dan produktivitas kerja yang dimiliki oleh pegawai tersebut semakin meningkat seiring berjalannya waktu.


Pertimbangan dilakukannya mutasi untuk penghargaan karena prestasi kerja sebagaimana diatur dalam UU ASN Pasal 72 angka (1): Promosi PNS dilaksanakan dengan cara perbandingan objektif antara kompetensi,kualifikasi, dan persyaratan yang dibutuhkan oleh jabatan, penilaian atas prestasi kerja, kepemimpinan, kerja sama, kreativitas, dan pertimbangan dari tim penilai kinerja PNS pada Instansi Pemerintah, tanpa membedakan jender, suku, agama, ras, dan golongan. 


Dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 53 Tahun 2010 mengatur tentang disiplin Pegawai Negeri Sipil yang berisi tentang 17 kewajiban dan 15 larangan. PP ini dibuat guna untuk sebagai pedoman mengenai pemberian penghargaan dan penghukuman pada PNS. Dalam Pasal 7 UU Disiplin PNS, tingkat hukuman disiplin terdiri dari: Hukuman disiplin ringan, Hukuman disiplin sedang dan Hukuman disiplin berat. Jenis Hukuman disiplin ringan dalam Pasal 7 angka (2) terdiri atas: Teguran lisan, Teguran tertulis, Pernyataan tidak puas secara tertulis. Jenis Hukuman disiplin sedang, Pasal 7 angka (3) terdiri atas:

1. Penundaan kenaikan gaji secara berkala selama setahun;
2. Penundaan kenaikan pangkat selama setahun;
3. Penurunan pangkat setingkat lebih rendah selama setahun.
Jenis Hukuman disiplin berat, Pasal 7 angka (4) antara lain:

1. Pangkat yang diperoleh diturunkan satu tingkat dibawah selama 3 tahun

2. Perpindahan dalam rangka penurunan jabatan satu tingkay dibawah
3. Pembebasan  jabatan

4. Pemberhentian secara hormat bukan atas permintaan sendiri sebagai PNS
5. Pemberhentian secara tidak hormat sebagai PNS.

Penghukuman yaitu cara untuk mengarahkan sebuah perilaku agar perilaku tersebut sesuai dengan yang berlaku secara umum.


Menurut pendapat Hasibuan(Hasibuan 2005) terjadinya mutasi atau pemindahan pegawai dalam suatu daerah dikarenakan dua hal, yaitu:

1. Mutasi berdasarkan keinginan pegawai


Mutasi berdasarkan kemauan pribadi dengan persetujuan pimpinan instansi. Contohnya, untuk menjaga orang tua yang telah lansia atau yang biasa disebut dengan lanjut usia. Alasan selanjutnya yaitu kerjasama, dimana tidak bisa bekerjasama dengan pegawai yang lain dikarenakan terjadi perdebatan, iklim kerja kurang cocok dengan pegawai dan lain-lain
2. Alih tugas produktif (ATP)


Mutasi karena kehendak atasan perusahaan dalam meningkatkan produksi melalui cara menempatkan pegawai tersebut ke pekerjaan lainnya yang sesuai dengan kemampuan yang dimiliki. Alasan lain tugas produktif berdasarkan atas kecakapan, kemampuan, sikap serta disiplin pegawai.

Disiplin PNS menurut PP No.53 Tahun 2010, peraturan yang mengatur kewajiban, larangan, dan sanksi apabila kewajiban tidak ditaati atau pelanggaran yang dilakukan oleh PNS. Dalam Pasal 7 terkait Tingkat dan jenis hukuman disiplin, antara lain yaitu, pemindahan dalam rangka penurunan jabatan satu tingkat dibawah yang merupakan jenis hukuman disiplin berat. Demosi tidak selalu dikarenakan seorang Pegawai melakukan kesalahan karena demosi juga bisa terjadi apabila ada penyegaran organisasi. Inspektorat sebagai pengawas dan pemeriksa terhadap pegawai yang melakukan kesalahan melakukan pemanggilan terhadap pegawai yang bersangkutan, setelah itu memilih beberapa jenis sanksi yang akan diberikan kepada pegawai tersebut.

Terdapat beberapa alasan yang sering ditemui kenapa seorang PNS ingin melakukan mutasi, yaitu(Rangkuti 2018):

1. Ikut suaminya yang tinggal atau kerjanya jauh diluar kota bahkan propinsi atau lintas Negara;
2. Kondisi kantor yang sudah tidak nyaman baik karena kondisi SDM maupun budaya kerjanya;
3. Ingin meningkatkan jenjang karir;
4. Ingin memperoleh penghasilan yang lebih baik;
5. Ingin mencari suasana lingkungan kerja yang baru;
6. Merawat orang tuanya yang rentan;
7. Kondisi kesehatan yang memburuk;
8. Jarak tempuh kantor yang jauh dengan tempat tinggalnya .
Implikasi Hukum Terhadap Mutasi PNS Sebelum Adanya Peraturan Menteri No. 27 tahun 2021

Mutasi PNS dalam kontek intern organisasi atau intern daerah sudah sering dilaksanakan dan tidak terlalu memunculkan polemik, karena merupakan tuntutan pengembangan organisasi. Sedangkan, mutasi PNS antar daerah dalam nuansa otonomi daerah, seakan tertutup kemungkinannya. Hal ini terlihat pada masih adanya berbagai hambatan dalam pelaksanaannya, sehingga usul mutasi PNS antar daerahpun menjadi suatu kecenderungan yang sulit dilaksanakan. Berbagai pertimbangan antara lain: kompetensi, kemampuan, kontribusi yang akan diberikan kepada daerah baru, bahkan yang lebih ekstrim adalah putra daerah menjadi alasan pembenar untuk penolakan.


Makna luas dari mutasi PNS antar daerah selain distribution of resourses yaitu sebagai upaya replacement resourses guna mendukung percepatan pengembangan daerah. Hal ini berdasarkan pada realita yang tidak sesuainya skill potensi daerah sehingga perlu adanya dorongan pegawai yang sesuai kriteria daerah. Penumpukan pegawai dengan keahlian teknis tertentu terhadap suatu daerah, tentu tidak semudah itu untuk pindah ke daerah yang lain pada era otonomi daerah. Walaupun daerah tadi memerlukan tenaga-tenaga teknis tersebut dalam pengembangan daerahnya.


Proses mengajukan mutasi pegawai antar daerah juga menjadi hal yang harus diperhatikan untuk mendukung pelaksanaan otonomi daerah. Selain itu pengajuan mutasi pegawai antar daerah berdasarkan atas pertimbangan pribadi, dengan alasan: mengikuti suami atau keluarga, menambah wawasan, daerah terkena musibah, perlu diakomodasi sebagai bentuk aspek kemanusiaan dalam manajemen kepegawaian. Hal ini tentu tetap dalam kerangka pengembangan daerah.


Mutasi dalam PP No.11 tahun 2017 tentang Manajemen PNS, pelaksanaan promosi, mutasi, penilaian kinerja, penggajian dan tunjangan, penghargaan, disiplin, pemberhentian diatur pada paragraf 6 Pasal 190 yang menyebutkan bahwa:

1. Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS.

2. Setiap PNS bisa dimutasi tugas dan/atau lokasi dalam satu Instansi Pusat, antar-Instansi Pusat, satu Instansi Daerah, antar-Instansi Daerah, antar-Instansi Pusat dan Instansi Daerah, dan ke perwakilan NKRI.

3. Mutasi sebagaimana dimaksud angka (2) dilakukan paling singkat dua tahun dan paling lama lima tahun.

4. Mutasi sebagaimana angka (2) dilaksanakan berdasarkan kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan Jabatan, klasifikasi Jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi.

5. Mutasi PNS sebagaimana dimaksud angka (2) dilakukan dengan pertimbangan prinsip larangan konflik kepentingan.

6. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud angka (2), PNS bisa mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri.
 


Terkait hal perlindungan hak-hak PNS yang mengalami mutasi, diperlukan rumusan secara jelas hak-hak apa saja yang patut diperhatikan. Konsep perlindungan hukum terhadap WNI pun perlu dijabarkan, karena pembebanan kewajiban, dalam hal ini mutasi, dari pemerintah ke PNS sebagai WN mempunyai potensi terjadinya pelanggaran hak(Yassin 2016).


Prinsip mutasi adalah memutasikan karyawan atau pegawai kepada posisi yang tepat dan pekerjaan yang sesuai, agar semangat dan produktivitas kerjanya meningkat. Ada 3 (tiga) dasar atau landasan mutasi pegawai, yaitu sebagai berikut(Hasibuan 2016):

1. Merit System

Mutasi karyawan yang didasarkan atas landasan yang bersifat ilmiah, objektif, dan hasil prestasi kerjanya. Merit System atau Career System ini merupakan dasar mutasi yang baik karena:

a. Output dan produktivitas kerja meningkat

b. Semangat kerja meningkat

c. Jumlah kesalahan yang diperbuat menurun

d. Absensi dan disiplin karayan atau pegawai semakin baik

e. Jumlah kecelakaan akan menurun

2. Seniority System

Mutasi yang didasarkan pada landasan masa kerja, usia, dan pengalaman kerja dari karyawan bersangkutan. Sistem mutasi seperti ini tidak objektif dikarenakan kecakapan orang yang dimutasikan berdasarkan senioritas belum tentu mampu memangku jabatan baru.

3. Spoiled System

Mutasi yang didasarkan atas landasan kekeluargaan. Sistem mutasi seperti ini kurang baik karena didasarkan atas pertimbangan suka atau tidak suka (like or dislike). Spoil System tidak jauh berbeda dengan Nepotisme system (hubungan yang non-politik) adalah sistem ini dalam praktik pengangkatan pegawai didasarkan keluarga, kawan yang akrab atau teman yang baik.


Pelaksanaan mutasi pegawai mempunyai banyak manfaat dan tujuan yang sangat berpengaruh kepada kemampuan dan kemauan kerja pegawai yang mengakibatkan suatu keuntungan bagi perusahaan itu sendiri. Melalui alih tugas atau mutasi para karyawan sesungguhnya memperoleh manfaat yang tidak sedikit, antara lain dalam bentuk(Siagian 2013):

1. Pengalaman baru;
2. Cakrawala pandangan yang lebih luas;
3. Tidak terjadinya kebosanan atau kejenuhan;
4. Perolehan pengetahuan dan keterampilan baru;
5. Perolehan prospektif baru mengenai kehidupan organisasional;
6. Persiapan untuk menghadapi tugas baru, misalnya karena promosi;
7. Motivasi dan keputusan kerja yang lebih tinggi berkat tantangan dan situasi baru yang dihadapi.

Mutasi juga dapat menurunkan kegairahan kerja karena dianggap sebagai hukuman dan memperburuk produktivitas kerja karena adanya ketidaksesuaian dan ketidakmampuan kerja karyawan. Bila terjadi keadaan yang demikian maka mutasi tidak mencapai tujuan yang diharapkan, yaitu bertambahnya efektivitas dan efesiensi dalam perkerjaan.

Terkait dengan pelaksanaan mutasi, setiap PNS yang mengalami mutasi patut memperoleh perlakuan yang sama. Mutasi tidak menjadi penyebab atas terjadinya kekurangan hak-hak yang bersangkutan, misalnya gaji, cuti, kesempatan dalam promosi, bahkan kondisi kerja yang nyaman. Pelaksanaan mutasi juga diharuskan menjamin bahwa beban kerja maupun tanggungjawab pegawai yang bersangkutan terhadap pekerjaan akan tetap sama dengan yang dilakukan di tempat kerja yang sebelumnya. Hal itu berbeda dengan mutasi sebagai promosi, karena PNS yang dimutasikan dengan promosi akan mengakibatkan bertambahnya tanggungjawab serta beban kerja yang bersangkutan tetapi diikuti dengan kenaikan besarnya pendapatan sebagai konsekuensi jabatan yang diamanahkan. Terdapat tiga jenis penolakan pegawai terhadap mutasi pegawai, yaitu(Rangkuti 2018):

1. Faktor logis atau rasional


Penolakan ini dilakukan dengan pertimbangan waktu yang diperlukan untuk menyesuaikan diri, upaya ekstra untuk belajar kembali, kemungkinan timbulnya situasi yang kurang diinginkan seperti penurunan tingkat keterampilan karena formasi jabatan tidak memungkinkan, serta kerugian ekonomi yang ditimbulkan oleh perusahaan.

2. Faktor Psikologis


Penolakan berdasarkan faktor psikologis ini merupakan penolakan yang dilakukan berdasarkan emosi, sentimen, dan sikap. Seperti kekhawatiran akan sesuatu yang tidak diketahui sebelumnya, rendahnya toleransi terhadap perubahan, tidak menyukai pimpinan atau agen perubahan yang lain, rendahnya kepercayaan terhadap pihak lain, kebutuhan akan rasa aman.

3. Faktor Sosiologis


Penolakan terjadi karena beberapa alasan antara lain konspirasi yang bersifat politis, bertentangan dengan nilai kelompok, kepentingan pribadi, dan keinginan mempertahankan hubungan (relationship) yang terjalin sekarang.


Ruang lingkup mutasi yang mencakup semua perubahan, baik secara promosi atau demosi yang dilakukan karena personal transfer maupun production transfer dalam suatu organisasi. Mutasi ini adalah replacement karyawan sehingga kemampuan dan kecakapan kerjanya semakin meningkat. Ruang lingkup mutasi mencakup mutasi secara horizontal dan vertikal:

1. Mutasi horizontal (Job rotation), perubahan tempat atau jabatan karyawan tapi masih pada ranking yang sama. Mutasi ini mencakup tempat dan jabatan:

a. Mutasi tempat (tour of area)


Perubahan tempat kerja, tapi tanpa perubahan jabatan atau posisi atau golongannya.

b. Mutasi jabatan (tour of duty)


Perubahan posisi atau jabatan atau penempatan pada posisi semula

2. Mutasi vertikal, perubahan posisi atau jabatan pekerjaan, promosi atau demosi, sehingga kewajiban atau kekuasaannya juga berubah (Rangkuti 2018).


Instansi Pemerintah menyusun perencanaan mutasi PNS diwilayah kerjanya. Hal itu perlu memperhatikan aspek diantaranya: Kompetensi, pola karir, pemetaan pegawai, kelompok rencana suksesi dan perpindahan serta pengembangan karir. Oleh karena itu, mutasi PNS terdiri dari beberapa jenis. Jenis mutasi berdasarkan Peraturan BKN No.5 Tahun 2019 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Mutasi PNS terdiri dari:

a. Mutasi PNS dalam satu Instansi Pusat atau Instansi Daerah;
b. Mutasi PNS antar kabupatan/kota dalam satu provinsi;
c. Mutasi PNS antar kabupatan/kota antar provinsi, dan antar provinsi;
d. Mutasi PNS provinsi/kabupaten/kota ke Intansi Pusat atau sebaliknya;
e. Mutasi PNS antar Instansi Pusat;
f. Mutasi ke perwakilan NKRI di luar negeri.

Mutasi dilakukan paling singkat 2 (dua) tahun dan paling lama 5 (lima) tahun. Ditegaskan dalam peraturan BKN, mutasi dilakukan atas dasar kesesuaian antara kompetensi PNS dengan persyaratan jabatan, klasifikasi jabatan dan pola karier, dengan memperhatikan kebutuhan organisasi, dan dengan memperhatikan prinsip larangan konflik kepentingan. Selain mutasi karena tugas dan/atau lokasi sebagaimana dimaksud, menurut Peraturan ini, PNS dapat mengajukan mutasi tugas dan/atau lokasi atas permintaan sendiri apabila telah sesuai dengan jangka waktu yang ditetapkan oleh peraturan yang ada. 


Dalam pelaksanaan mutasi antar daerah pada era otonomi daerah ini, sangat sulit untuk bisa memisahkan keterkaitan dengan daerah lainnya. Sehingga pelaksanaan pengorganisasian dan manajemen pun dilaksanakan sebatas kewenangan yang ada pada masing-masing daerah tersebut. 


Jika dilihat dari faktor penghambat dilakukannya mutasi daerah, maka faktor yang paling mempengaruhi yaitu kewenangan, dibuktikan melalui kewenangan yang dimiliki oleh masing-masing daerah otonom, menimbulkan pembatasan tertentu dalam proses mutasi antar daerah dengan kondisi yang tidak saling mempengaruhi sehingga ketergantungan antar daerah pun semakin mengecil. Dilihat dari sistem prosedur pun jadi bagian penghambat yang memiliki pengaruh atas terjadinya pelaksanaan mutasi, dimana berhubungan dengan ketentuan teknis lainnya yang menyebabkan semakin ketatnya sistem prosedur dalam membatasi pengelolaan mutasi PNS antar daerah.


Seiring dengan berjalannya waktu, mutasi Pegawai Negeri Sipil sering dihadapkan pada benturan kepentingan antara Pegawai Negeri Sipil yang akan di mutasi, pejabat yang memiliki kewenangan untuk mutasi serta BKN sebagai lembaga yang memiliki kewenangan untuk memberikan pertimbangan teknis mutasi. Hal ini disebabkan antara lain karena adanya keinginan mutasi dari Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, sementara terdapat beberapa aturan yang mengikat Pegawai Negeri Sipil untuk tidak dapat melakukan mutasi dalam jangka waktu tertentu.


Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia(KBBI 2021), implikasi/im·pli·ka·si/n keterlibatan atau keadaan terlibat. Jika dikaitkan dengan fokus penelitian ini, makna dari implikasi hukum yang dimaksudkan adalah keterlibatan atau ketertautan beberapa aspek hukum akibat Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2021 terhadap mutasi PNS angkatan sebelum adanya aturan tersebut.


Berdasarkan Permen No.27 Tahun 2021 tentang Pengadaan PNS, pada Pasal 52 angka (1)  menyebutkan bahwa:

“Pelamar wajib membuat surat pernyataan bersedia mengabdi pada Instansi Pemerintah yang bersangkutan saat melamar dan tidak mengajukan pindah dengan alasan pribadi paling singkat selama 10 (sepuluh) tahun sejak diangkat sebagai PNS”.


Dalam pasal tersebut jelas tertera bahwa setiap orang yang melamar sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) diharuskan untuk membuat surat yang menyatakan akan mengabdi dimana pelamar tersebut diterima minimal dalam jangka waktu 10 (sepulun) tahun setelah ditetapkan sebagai PNS. Akan tetapi, dalam aturan tersebut tidak disebutkan bahwa berlaku bagi seluruh pengangkatan PNS pada tahun-tahun sebelumnya atau hanya diberlakukan bagi PNS yang diangkat setelah dikeluarkannya aturan tersebut.
PENUTUP

Simpulan


Berdasarkan penelitian yang telah diperoleh dan diteliti mengenai mutasi pegawai negeri sipil (PNS) berdasarkan Peraturan Menteri No. 27 Tahun 2021, maka dapat diambil beberapa kesimpulan, yaitu sebagai berikut:

1. Mutasi ASN telah sesuai dengan peraturan perundang-undangan, dan perlu ditinjau dari kualifikasi, yaitu pemindahan dapat dilakukan apabila memenuhi aspek kualifikasi pendidikan yang dibutuhkan, kompetensi, yaitu proses pemindahan dilakukan dengan tes psikologi, simulasi assessment, dan wawancara perilaku serta penelusutan rekam jejak Pegawai Negeri Sipil. Adil dan wajar, yaitu bahwa proses mutasi dilakukan sama kepada semua Pegawai Negeri Sipil yang memenuhi syarat mutasi dan terbuka, yaitu proses mutasi mulai dari penerapan kebutuhan formasi PNS mutasi sampa ditetapkan SK (Surat Keputusan) pemindahan mutasi. Akuntabilitas, yaitu bahwa proses mutasi yang dilakukan dapat dipertanggungjawabkan secara administrasi dan hukum kepegawaian.
2. Pelaksanaan mutasi antar daerah yang terjadi dalam era otonomi daerah sekarang ini semakin meningkat secara intern. pengelolaan mutasi apabila dilihat dari ketergantungan dengan Institusi lain pada proses mutasi PNS antar daerah, juga menunjukan pengelolaan mutasi antar daerah masih berjalan sebatas kedaerahan. Pada akhirnya menjadikan makna pelaksanaan mutasi antar daerah ini berjalan secara terpisah, antara daerah satu dengan daerah lainnya. Implikasi hukum berdasarkan Peraturan Menteri No 27 Tahun 2021 diharuskan untuk membuat surat yang menyatakan akan mengabdi dimana pelamar tersebut diterima minimal dalam jangka waktu 10 (sepulun) tahun setelah ditetapkan sebagai Pegawai Negeri Sipil (PNS). Akan tetapi dalam aturan tersebut tidak disebutkan bahwa berlaku bagi seluruh pengangkatan PNS pada tahun-tahun sebelumnya atau hanya diberlakukan bagi PNS yang diangkat setelah dikeluarkannya aturan tersebut.
Saran

Dilihat dari hasil penelitian dan penjelasan dalam pembahasan bab sebelumnya, peneliti mempunyai beberapa masukan saran yang diperlukan, yaitu sebagai berikut:

1) Bagi Pemerintah, sebaiknya lebih dijelaskan lagi aturan terkait mutasi diperuntukkan bagi pengangkatan Pegawai Negeri Sipil setelah aturan tersebut berlaku atau berlaku juga untuk pengankatan Pegawai Negeri Sipil pada tahun-tahun sebelum adanya aturan tersebut.. 

2) Bagi Badan Kepegawaian Negara, ketentuan mengenai jangka waktu bagi Pegawai Negeri Sipil (PNS) mengajukan mutasi agar lebih di pastikan kembali apakah mengikuti aturan yang berjangka waktu minimal 5 (lima) tahun atau mengikuti jangka waktu minimal 10 (sepuluh) tahun agar dapat mengajukan mutasi. 
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